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A.  Pendahuluan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional 
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP 
terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus 
adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema 
tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 
kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
Secara konseptual, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan 
kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh 
sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan 
penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.  
Mulyasa (2006) mengungkapkan bahwa KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan 
pendidikan, terutama berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut : 
1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi 
dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang 
tersedia untuk memajukan lembaganya. 
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan 
yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai 
dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang 
terbaik bagi sekolahnya. 
4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan 
kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien 
dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat. 
5. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing 
kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, 
sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan 
mencapai sasaran KTSP. 
6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain 
untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan 
dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 
7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang 
berubah dengan cepat, serta mengakomodasinya dalam KTSP. 
Formulasi nalar tersebut tentu menarik minat untuk lebih mencermati KTSP, 
tidak saja dalam aspek konseptual yang tentunya oleh para penggagasnya dinilai tepat 
untuk memayungi proses pendidikan di negeri ini untuk era sekarang. Tetapi 
sejauhmana konsep tersebut dapat mengalir dari rahim das sein menuju ranah empirik 
(das sollen), kiranya masih patut dianalisis dan diuji lebih jauh. Makalah ini adalah 
sebuah pembacaan singkat yang bersifat eklektik tentang sejauhmana KTSP 
menunjukkan “digdaya”-nya sebagai sebuah kurikulum nasional.  
B.  Konstruksi Filosofis 
KTSP sendiri sebenarnya diarahkan untuk dapat dikembangkan sesuai dengan 
relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan. Pengembangan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional 
pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional 
pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari 
kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 
mengembangkan kurikulum.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan 
mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah 
disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta 
berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP).  
Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang 
menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005. Panduan yang disusun 
BSNP terdiri atas dua bagian. Pertama, Panduan Umum yang memuat ketentuan 
umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan 
dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat 
dalam SI dan SKL.Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat 
dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang harus 
diacu dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh 
hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan 
berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, 
tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.  
Panduan pengembangan kurikulum tersebut disusun antara lain agar dapat 
memberi kesempatan peserta didik untuk :  
1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  
2. Belajar untuk memahami dan menghayati,  
3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,  
4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan  
5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang 
aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai sebagai 
berikut:  
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 
dan lingkungannya. 
2. Beragam dan terpadu.  
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.  
5. Menyeluruh dan berkesinambungan.  
6. Belajar sepanjang hayat. 
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 
Beberapa karakteristik konseptual yang juga dapat dijumpai dari KTSP antara 
lain: adanya partisipasi guru; partisipasi keseluruhan atau sebagian staf sekolah; 
rentang aktivitasnya mencakup seleksi (pilihan dari sejumlah alternatif kurikulum), 
adaptasi (modifikasi kurikulum yang ada), dan kreasi (mendesain kurikulum baru); 
perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat (bukan pemutusan tanggung 
jawab); proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat; dan ketersediaan struktur 
pendukung (untuk membantu guru maupun sekolah). 
C.  Pergeseran Paradigmatik : Sebuah Analisis 
Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada dasarnya adalah 
penanda pergeseran paradigma pengembangan kurikulum yang semula 
kewenangannya secara penuh dipegang pemerintah pusat, maka sekarang 
kewenangan tersebut diberikan kepada masing-masing tingkat satuan pendidikan 
untuk melakukannya. Ini berarti satuan-satuan pendidikan harus mampu 
mengembangkan komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen yang 
dimaksud mencakup visi, misi, dan tujuan tingkat satuan pendidikan; struktur dan 
muatan; kalender pendidikan; silabus sampai pada rencana pelaksanaan 
pembelajaran. 
Belajar dari pengalaman penerapan kurikulum sebelumnya dan pengalaman 
penerapan kurikulum sejenis dari negara lain semisal SBCD (school based 
curriculum development) di Australia, serta praksis implementatif KTSP di lapangan 
sejak hampir dua tahun terakhir, maka tampaknya dapat diformulasikan di sini suatu 
narasi hipotetis sekaligus investigatif bahwa KTSP, sebagaimana pula halnya setiap 
kurikulum yang diberlakukan di Indonesia sebelumnya, pasti memiliki kelebihan 
sekaligus juga kekurangan. Kedua dimensi tersebut kiranya hanya dapat ditilik dari 
ranah operasional dari kurikulum yang bersangkutan. Jadi apa saja kelebihan dan 
kelemahan KTSP ?  
Pergantian kurikulum sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan. Karena 
bagaimanapun, dunia pendidikan mesti berkembang dan merespons perkembangan 
yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap paket kurikulum itupun tentunya dibangun 
di atas landasan atau dasar pemikiran tertentu. Setiap dasar pemikiran tersebut 
merupakan hasil pengendapan pemikiran kaum intelektual dan para pemegang 
kebijakan dunia pendidikan. Endapan pemikiran tersebut biasanya merupakan 
sintesis dari berbagai kecenderungan pemikiran yang terus berkembang di dalam 
negeri dan juga di dunia global. Kecenderungan pemikiran yang terus berkembang 
telah menyebabkan kecenderungan dasar pemikiran dunia pendidikan pun terus 
berkembang. Dan pada akhirnya, kurikulum pun terus berkembang. 
Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang dimulai dari berpikir 
mengenai ide kurikulum sampai bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Aspek-aspek 
dalam prosedur pengembangan kurikulum merupakan aspek-aspek kegiatan 
kurikulum yang terdiri atas empat dimensi yang saling berhubungan satu terhadap 
yang lain, yaitu : (1) Kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, (2) Kurikulum 
sebagai suatu rencana tertulis, (3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan (proses) dan (4) 
Kurikulum sebagai suatu hasil belajar. 
Secara normatif, pengembangan KTSP ini didasarkan pada beberapa landasan 
sebagai berikut : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); 
Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 
36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan. 
Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), 
(13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat 
(1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 
ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.  
3. Standar Isi. 
SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi 
lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : 
kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan 
Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap 
jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan 
Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.  
4. Standar Kompetensi Lulusan. 
SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan 
Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.  
Sedangkan secara teoritis, KTSP bisa dibaca hasil artikulasi konseptual (analisis 
kebijakan) yang kerangka epistemnya dapat dikembalikan kepada beberapa 
pandangan mutakhir teori-teori belajar yang terus berkembang. Di antaranya yang 
paling menonjol adalah teori-teori belajar konstruktivis dan teori belajar sosial. Teori 
belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura berfokus pada pemodelan tingkah 
laku. Sedangkan teori belajar konstruktivis, di antaranya mengarah pada 
pembangunan masyarakat pebelajar (learning community) seperti yang 
dikembangkan Vygotsky dan juga pada belajar penemuan atau inqury seperti yang 
dikembangkan oleh Bruner. Teori-teori ini belakangan dikonvergensi menjadi 
pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Jika ditarik lebih jauh, 
sebenarnya teori ini bersumber dari visi filosofis pendidikan Leibniz yang 
mentahbiskan bahwa manusia hakikatnya adalah makhluk atau organisme yang aktif 
dan dapat memperoleh pengetahuannya. Belakangan, ini menginspirasi 
pengembangan konsep yang dikenal dengan istilah student-centered learning. Pada 
konteks ini, KTSP sesungguhnya adalah penegasan kembali ajaran-ajaran ini. Salah 
satu implikasi logis dari pilihan ini adalah, guru dalam proses pembelajaran 
kemudian lebih memposisikan diri sebagai fasilitator disamping ia adalah designer 
(penyusun), developer (pengembang), dan sekaligus implementor (pelaksana). 
Pemberlakuan KTSP sejak tahun 2006, yang sebenarnya adalah penegasan lebih 
lanjut dari pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, 
merupakan awal yang baik untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Sekolah 
kini mempunyai wewenang dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan 
kemampuan dan kebutuhannya. Dengan semangat otonomisasi yang tinggi ini, 
posisi, peran, dan fungsi guru menjadi berbeda dari sebelumnya. Dalam hubungannya 
dengan sekolah dan kebijakan pemerintah, kedudukan guru semakin kuat dan 
semakin otonom. Hal tersebut menyebabkan tugas guru semakin berat. Banyak 
instrumen kurikulum yang tadinya sudah ditentukan oleh pemerintah dan sekolah, 
sekarang diserahkan kepada mereka. Dalam keadaan seperti ini, guru semakin 
dituntut kreativitasnya dalam proses pembelajaran. 
Untuk lebih sistematisnya, apa saja aspek kekuatan dari KTSP sebagai payung 
konseptual pengembangan pendidikan di Indonesia saat ini antara lain dapat 
disebutkan di bawah ini : 
1.  Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan 
kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh 
Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai 
potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota 
sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. 
Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa 
sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, 
sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata. Oleh karenanya, 
kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan 
kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan 
keunggulankhas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini 
akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan 
berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah 
kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap 
mutu dunia pendidikan di Indonesia.  
Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah 
dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan 
kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sesuatu yang baru, 
sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam penyusunan KTSP. Oleh karena itu, 
jika diperlukan, sekolah dapat berkonsultasi baik secara vertikal maupun secara 
horizontal. Secara vertikal, sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan 
Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin 
Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional atau 
Departemen Agama. Sedangkan secara horizontal, sekolah dapat bermitra dengan 
stakeholder pendidikan dalam merumuskan KTSP. Misalnya, dunia industri, 
kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar 
kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di 
daerah di mana sekolah tersebut berada.  
2.  Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk 
semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program 
pendidikan.  
Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar 
dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk 
merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah 
sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa 
dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih 
tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.  
Sebagaimana diketahui, prinsip pengembangan KTSP adalah (1) Berpusat 
pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan 
lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; 
(5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Dan 
seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan 
prinsip-prinsip ini, KTSP sangat relevan dengan konsep desentralisasi pendidikan 
sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis 
sekolah (MBS) yang mencakup otonomi sekolah di dalamnya. Pemerintah daerah 
dapat lebih leluasa berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di 
samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun 
kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan.  
3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan 
mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.  
Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang 
dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan 
Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada 
mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai 
contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih 
memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang 
kepariwisataan lainnya.  
Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadikan materi bahasa Inggris dan 
kepariwisataan sebagai mata pelajaran saja, tetapi lebih dari itu menjadikan mata 
pelajaran tersebut sebagai sebuah ketrampilan. Sehingga kelak jika peserta didik 
di lingkungan ini telah menyelesaikan studinya bila mereka tidak berkeinginan 
untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi mereka dapat langsung 
bekerja menerapkan ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh di bangku 
sekolah.  
KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk 
mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur 
daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar 
(KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk 
mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya. Di 
samping itu yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang akan dikeluarkan oleh 
BNSP tersebut bukanlah kurikulum tetapi tepatnya Pedoman Penyusunan 
Kurikulum 2006.  
4.  KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan.  
Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban 
belajar (ada yang menyatakan hingga sebanyak 20%) karena KTSP tersebut lebih 
sederhana. Di samping jam pelajaran akan dikurangi antara 100-200 jam per 
tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. 
Meskipun terdapat pengurangan jam pelajaran dan bahan ajar, KTSP tetap 
memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa.  
Pengurangan jam belajar siswa tersebut merupakan rekomendasi dari BNSP. 
Rekomendasi ini dapat dikatakan cukup unik, karena selama bertahun-tahun 
beban belajar siswa tidak mengalami perubahan, dan biasanya yang berubah 
adalah metode pengajaran dan buku pelajaran semata. Jam pelajaran yang biasa 
diterapkan kepada siswa sebelunya berkisar antara 1.000-1.200 jam pelajaran 
dalam setahun. Jika biasanya satu jam pelajaran untuk siswa SD, SMP dan SMA 
adalah 45 menit, maka rekomendasi BNSP ini mengusulkan pengurangan untuk 
SD menjadi 35 menit setiap jam pelajaran, untuk SMP menjadi 40 menit, dan 
untuk SMA tidak berubah, yakni tetap 45 menit setiap jam pelajaran. Total 1.000 
jam pelajaran dalam satu tahun ini dengan asumsi setahun terdapat 36-40 minggu 
efektif kegiatan belajar mengajar dan dalam seminggu tersebut meliputi 36-38 
jam pelajaran. 
Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut 
pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini 
terlalu banyak. Apalagi kegiatan belajar mengajar masih banyak yang terpaku 
pada kegiatan tatap muka di kelas. Sehingga suasana yang tercipta pun menjadi 
terkesan sangat formal. Dampak yang mungkin tidak terlalu disadari adalah siswa 
terlalu terbebani dengan jam pelajaran tersebut. Akibat lebih jauh lagi adalah 
mempengaruhi perkembangan jiwa anak.  
Persoalan ini lebih dirasakan untuk siswa SD dan SMP. Dalam usia yang 
masih anak-anak, mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk 
mengembangkan kepribadiannya. Suasana formal yang diciptakan sekolah, 
ditambah lagi standar jam pelajaran yang relatif lama, tentu akan memberikan 
dampak tersendiri pada psikologis anak. Banyak pakar yang menilai sekolah 
selama ini telah merampas hak anak untuk mengembangkan kepribadian secara 
alami.  
Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa jam pelajaran untuk siswa perlu 
dikurangi. Meski demikian, perngurangan itu tidak dilakukan secara ekstrim 
dengan memangkas sekian jam frekwensi siswa berhubungan dengan mata 
pelajaran di kelas. Melainkan memotong sedikit, atau menghilangkan titik 
kejenuhan siswa terhadap mata pelajaran dalam sehari akibat terlalu lama 
berkutat dengan pelajaran itu.  
Dapat dikatakan bahwa perberlakuan KTSP ini sebagai upaya perbaikan 
secara kontinuitif. Sebagai contoh, kurikulum 1994 dapat dinilai sebagai 
kurikulum yang berat dalam penerapannya. Ketika diberlakukan Kurikulum 1994 
banyak sekolah yang terlalu bersemangat ingin meningkatkan kompetensi iptek 
siswa, sehingga muatan iptek pun dibesarkan. Tetapi yang patut disayangkan 
adalah SDM yang tersedia belum siap, sehingga hasilnya hanya sekitar 30% siswa 
yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.  
5.  KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk 
mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.  
Pola kurikulum baru (KTSP) akan memberi angin segar pada 
sekolah-sekolah yang menyebut dirinya nasional plus. Sekolah-sekolah swasta 
yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah 
mengembangkan variasi atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga 
ketika pemerintah kemudian justru mewajibkan adanya pengayaan dari 
masing-masing sekolah, sekolah-sekolah plus itu jelas akan menyambut gembira.  
Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah 
plus. Sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena 
memakai bilingual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam 
seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal 
tidak keluar panduan (batas minimum) yang telah ditetapkan dalam KTSP.  
Beberapa poin keunggulan KTSP tersebut kiranya juga diimbangi kesadaran 
dan kecermatan dalam mengimplementasikannya di lapangan, karena ternyata KTSP 
bukan formula yang tanpa kelemahan, di antaranya : 
1.  Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan 
satuan pendidikan yang ada.  
Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya 
kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan 
memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan 
kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain 
disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama 
yang terlanjur mengekang kreativitas guru.  
2.  Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan 
dari pelaksanaan KTSP.  
Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif 
merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. 
Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan 
yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi 
syarat utama pemberlakuan KTSP.  
3.  Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik 
konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.  
Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan 
menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum 
terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara 
menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak 
dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai.  
4.  Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan 
berdampak berkurang pendapatan para guru.  
Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah 
persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti 
kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui 
rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada 
pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah 
jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan 
profesi dan fungsional.  
Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus 
mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh 
tunjangan. Sebagai contoh, pelajaran Sosiologi untuk kelas 1 SMA atau kelas 10 
mendapat dua jam pelajaran di KTSP maupun kurikulum sebelumnya. Sedangkan 
di kelas 2 SMA atau kelas 11 IPS, Sosiologi diajarkan selama lima jam pelajaran 
di kurikulum lama. Namun di KTSP Sosiologi hanya mendapat jatah tiga jam 
pelajaran. Hal yang sama terjadi di kelas 3 IPS. Pada kurikulum lama, pelajaran 
Sosiologi diajarkan untuk empat jam pelajaran tapi pada KTSP menjadi tiga jam 
pelajaran. Sementara itu masih banyak guru yang belum mengetahui tentang 
ketentuan baru kurikulum ini. Jika KTSP telah benar-benar diberlakukan, para 
guru sulit memenuhi ketentuan 24 jam mengajar agar bisa memperoleh tunjangan.  
Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah 
agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan 
yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP 
hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia.  
D. Penutup 
KTSP sebagai konstruksi formal penyempurnaan KBK, secara konseptual dan 
teoritis menampakkan orientasi pengembangan dan sekaligus penyesuaian dengan 
trend pendidikan kotemporer. Kurikulum ini lebih mengakomodasi perkembangan 
paling aktual di dunia pemikiran pendidikan. Harapannya tentulah pendidikan di 
tanah air ini lebih maju dan mampu menyiapkan generasi mudanya lebih siap 
menghadapi akselerasi interaksional di tingkat global yang memang meniscayakan 
kompetensi dan kualifikasi kompetitif. Zaman sekarang adalah sebuah era yang akan 
berpihak pada mutu dan kualitas. 
Sebagaimana produk kurikulum sebelumnya, KTSP bukan tanpa kekurangan. 
Di samping berbagai kelebihan yang dimilikinya, beberapa aspek kelemahan patut 
menjadi pencermatan para pemerhati dan praktisi pendidikan untuk mampu 
mengelolanya secara tepat dan cerdas. Tetapi lepas dari kelebihan dan kekurangannya, 
salah satu aspek kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh KTSP yang patut 
diapresiasi adalah keberpihakannya pada guru dan tenaga pendidik lainnya untuk 
mampu lebih artikulatif dalam menuangkan kreativitas dan kemampuan edukatifnya 
guna menstimuli dan mengantar peserta didiknya menjadi lebih mandiri dan memiliki 
konsep diri dan belajar yang berkemajuan. 
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